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Menimbang : a.

Mengingat » 1

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa pendidikan merupakan suatu sistem tgadgi dari komponen
peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikamikklum, sarana
prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, laydaplitik,
teknologi, dan partisipasi masyarakat;

bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempandidikan,
peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan surd@ga manusia
sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka dkzerlpengaturan
mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Semaran

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut & ®ataka perlu
membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentarnygleeggaraan

Pendidikan di Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Betukan Daerah-
daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawaufi Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokipoko

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesiauiah974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No&tal),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Négdrahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Noma@ah8nT1974
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tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negaraulbti&
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistendi&i&an
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@03
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembantuk
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rlepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragaide
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peméramta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®420
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Ingsi@ane
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undedgng
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan ritgate
Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2660thmhg
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Gamn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru RDiasen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noh&Y,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NorG86}

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentantudsan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Kega
Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahamidaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangplhn
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik hekia
Tahun 1980 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Rigpub
Indonesia Nomor 3176);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentamgliBi&an
Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia mah@90
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3411);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentandidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nor3®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom#i2)3
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perheidmor 55
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan PaheNomor 28
Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran HeBapublik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 3763);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentanglidilean
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadldr13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perheildmor 56
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan PaheNomor 29
Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaramarde
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 3764 );

12.Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentandidikan Luar
Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurl M&mor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@Al 1
Nomor 3460);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentandidikan Luar
Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta®9i Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TaB@da Nomor
3461);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentangagge
Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesidunal992
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan PamaRgmerintah
Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas PemaReanerintah
Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikarmfagan
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentamgnP$erta

Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Nega
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentamgb&wukan
Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerahgkain Il
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kerstata Penataan
Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat hh&eang dalam
wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah (Lerab Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentaaryd&t Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia fala005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4960).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkatllasbagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah.

o 0 b~ w

Walikota adalah Walikota Semarang.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kotagsang.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana urdwkijutdkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secaranadtifembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendaliam kepribadian, kecerdasan,
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akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukamgia, masyarakat, Bangsa dan Negara.

7. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara IndonesiaPemerintah yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

8. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan gieawi yang mencakup seluruh
kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonfornbaik yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkupsDineupun Departemen Agama
sesuai urusan daerah.

9. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah segpetarpengaturan mengenai
pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan patla jeendidikan formal dan
non formal.

10.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengataeargenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedgomeagelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikanritrte

11. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikaloperasional yang disusun oleh dan
dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

12. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yamgrajpkan dapat dicapai peserta
didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikatetgu.

13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria miniteatang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaiaatu sekolah berdasarkan kriteria
yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan ditasi Sekolah yang hasilnya
diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayak

15.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang Ieruse&ngembangkan potensi diri
melalui proses pembelajaran yang tersedia padar, jajanis dan jenjang
pendidikan tertentu.

16.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya perabityang ditujukan kepada anak
sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yanku#éa melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkegavajasmani dan rohani agar
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikarml&njut.

17.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yangtteksur dan berjenjang yang terdiri
atas pendidikan dasar dan pendidikan menengabh.

18.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan dir lp&ndidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan kel@agdgn lingkungan.

20.Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjamidan, penetapan mutu pendidikan
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terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerjagarkependidikan, dan kelembagaan.

21.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikgang menyelenggarakan
pendidikan pada jalur formal dan nonformal.

22.Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan pendidikang ydiselengarakan oleh
Pemerintah Daerah.

23.Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikery yliselenggarakan oleh
organisasi masyarakat atau yayasan yang berba@&amhu

24.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yambyitdari pendidikan dasar dan
pendidikan menengah.

25.Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar Qriatian pendidikan menengah 3
tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat taaggungjawab Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

26.Manajemen Berbasis Masyarakat adalah model perggdeaan pendidikan yang sesuai
dengan potensi masyarakat.

27.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkiasifisebagai guru, konselor, pamong
belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan selwutain yang sesuai dengan kekhususannya,
serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemaidik

28.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat iyemgabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antanaténaga laboran, pustakawan,
perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengekdtuan pendidikan, pengawas,

teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pekdidi

BAB |1
TUJUAN, RUANG LINGKUP
DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 2
Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah:
a. pemerataan kesempatan pendidikan;
b. meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar; dan
c. mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu padésigssi masyarakat,
transparansi anggaran pendidikan dan akuntabpiég/elenggaraan pendidikan secara
keseluruhan.
Pasal 3
Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang daslam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. peserta didik;

E:\Dokumen Penting\PPD-2009\baru nana\DASAR HUKURDR2008\PERDA PENDIDIKAN.doc 6



-~ ® o o0 T

= «Q

— [S—

T o =5 3

penyelenggaraan pendidikan formal;

penyelenggaraan pendidikan non formal,

pendidikan anak usia dini;

pendidikan khusus;

pendidikan keagamaan;

pendidikan bertaraf internasional dan pendidikaidss keunggulan lokal;
penyelenggara pendidikan oleh lembaga asing;

pendidik dan tenaga kependidikan;

sarana dan prasarana;

evaluasi;

akreditasi;

. pengawasan;

wajib belajar;
partisipasi masyarakat; dan

pendanaan pendidikan yang menjadi batas kewendtegarrintah Daerah.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah:

a.
b.

pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sudayar manusia jangka panjang;
pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatusp sratematik, terbuka, demokratis,
dan adil melalui proses pembudayaan dan pembendayaasyarakat meliputi
penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutuidgdead

pendidikan diselenggarakan dengan memberi ketedalamembangun kemauan,
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamadai kultural, lingkungan dan
kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat

pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkaay®uchembaca, menulis dan
berhitung bagi segenap warga masyarakat;

pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penergparsip-prinsip manajemen
pendidikan yang aktual;

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyele@@ggaatuan pendidikan pada
jenjang pendidikan dasar dan menengabh;

Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranyaarsapendidikan pada jenjang
pendidikan tinggi dan pendidikan luar biasa ;

Pemerintah Daerah wajib menyusun dan melaksanakand& Penyelenggaraan
Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM

Satuan Pendidikan wajib menyusun dan melaksanakiamd&® Penyelenggaraan
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Pelayanan Publik; dan
J.  Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Standar Relaydinimal (SPM).

BAB |11
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
DAN MASYARAKAT
Pasal 5
Pemerintah Daerah berhak mengelola, memantau damgendalikan penyelenggaraan
pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepadgarakat.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a. menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dageméangkan pendidik, tenaga
kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pdikdin, tanah dan bangunan atau
gedung serta pemeliharaannya untuk sekolah yae@gdggarakan Pemerintah Daerah

b. membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselesdggaoleh masyarakat;

c. menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang laéitke melalui berbagai layanan dan
kemudahan pendidikan;

d. menyediakan anggaran pendidikan; dan

e. menyelenggarakan wajib belajar.

Pasal 7
Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukansamg untuk memperoleh pendidikan

sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 8
Masyarakat wajib berpartisipasi demi kemajuan pdikdh guna mendukung terlaksananya

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu termaskikngan sumber daya.

BAB IV
SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 9
Setiap satuan pendidikan berhak untuk:
a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan plesdidagi Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah;
b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliapaadidikan bagi satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; da
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c. merencanakan, menyusun Kurikulum sesuai dengamtket® Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku .

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuknpeeoleh pendidikan tanpa
membedakan status sosial dari orang tua/wali Eedetik;

b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Skkalatuk menerapkan dan
mengembangkan manajemen berbasis sekolah;

c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (APBS), dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Komite Sekolah dan
seluruh orang tua/wali peserta didik;

d. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;.

e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan

f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

BABV
PESERTA DIDIK
Bagian kesatu
Hak dan Kewajiban
Pasal 11

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan benhtak:

a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agamadi@mmgnya dan diajarkan oleh
pendidik yang seagama serta memperoleh jaminank umenjalankan ibadah yang
dipeluknya,;

b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakagt, dan kemampuannya
termasuk peserta didik luar biasa;

c. mendapat beasiswa atau penghargaan bagi peseakayalid) berprestasi baik di bidang
akademik maupun non akademik;

d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuaralpandidikan, kesehatan dan santunan
kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi yaekpanaannya diatur dengan
peraturan Walikota;

e. mendapat pembebasan biaya pendidikan bagi merekg gaangtuanya tergolong
keluarga miskin; dan

f. menyelesaikan batas waktu program pendidikan se&mgan kecepatan belajar masing-
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masing dengan tidak menyimpang dari persyaratag gaeatapkan.

Pasal 12

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

a. mematuhi semua peraturan yang berlaku;

b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;

Cc. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin bgslangnya proses dan
keberhasilan pendidikan;

d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikamakebagi peserta didik yang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengaentken Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku; dan

e. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersib&rtikan dan keamanan.

Bagian Kedua
Penerimaan dan Daftar Ulang
Pasal 13

(1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Perg8aluan Pendidikan sesuai dengan
daya tampung pada satuan pendidikan di bawah kwmidDinas.

(2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didiksditekan melalui seleksi apabila
jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampungldsarkan asas keadilan dan
keterbukaan.

(3) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik ndakatuan pendidikan yang
diselenggarakan di daerah.

(4) Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sgatej@anlah peserta didik dalam satu
rombongan belajar/kelas paling sedikit 10 peserdik dlan paling banyak 25 peserta
didik.

(5) Sekolah Dasar (SD),Madrasah Ibtidaiyah (Ml), SekoMenengah Pertama (SMP),
Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah £S&4A),Madrasah Aliyah
(MA) jumlah peserta didik dalam satu rombongan jbefkelas paling sedikit 20 peserta
didik dan paling banyak 40 peserta didik.

(6) Sekolah Menengah Kejuruan jumlah peserta didikapetombongan belajar antara 20
peserta didik sampai dengan 40 peserta didik ukelempok non teknologi dan 20
peserta didik sampai dengan 36 peserta didik ukéltkmpok Teknologi, Pertanian, dan

Seni Kerajinan.
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(7) Daftar ulang hanya diberlakukan terhadap pesedik gang tidak naik kelas dan tidak
lulus tanpa dipungut biaya.

(8) Sistem dan tata cara penerimaan peserta didilagikah dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Mutasi
Pasal 14
(1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjpegdidikan yang sejenis dan setara
oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikaamditbkoordinasi Dinas.
(2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, meygiuhak dan kewajiban yang
sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Péwidian jalur pendidikan lain yang

setara.

BAB VI
PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 15
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelesggpendidikan dasar dan menengah
di Daerah yang meliputi:
a. pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kdigandbuku pelajaran, sarana dan

prasarana pendidikan serta pemeliharaannya; dan

b. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikanssgdaa dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi/Y ayasan
Pasal 16
Masyarakat, organisasi atau yayasan kependidikamatden hukum yang mendirikan dan
menyelengarakan satuan pendidikan, bertanggundjatea:
a. pengadaan sarana prasarana,
b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yidingkan.
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Bagian Ketiga
Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan
Pasal 17
(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atausgaygang berbadan hukum dapat
mendirikan satuan pendidikan formal.
(2) Walikota menetapkan pendirian dan pengintegrasiaiiuaa pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Kepala Dinas menetapkan pendirian dan pengintegrasiatuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh yayasan/masyarakat.

Pasal 18
(1) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan dtabutuhan masyarakat, dan
perencanaan pengembangan pendidikan secara legianal, nasional, dan internasional.
(2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenyhras studi kelayakan yang
meliputi:

a. sumber peserta didik;

b. pendidik dan tenaga kependidikan;

c. kurikulum dan program kegiatan belajar;

d. sumber pembiayaan;

e. sarana dan prasarana; dan

f. manajemen penyelenggaraan sekolah.

(3) Pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kaju(®MK) ditambah persyaratan
sebagai berikut:

a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengaankguan tamatan SMK yang
akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaaarsgtendidikan sejenis sesuai
dengan kebutuhan masyarakat; dan

b. adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usahia/Dimalustri dan Unit
Produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syekais pendirian satuan pendidikan

formal diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19
(1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan haramenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampayelenggarakan kegiatan

pembelajaran;
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b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan mahjman
c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus selmgan jenjang dan jenisnya.

(2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mehgah tanggung jawab edukatif dan
administratif peserta didik, pendidik dan tenagpekalidikan kepada satuan pendidikan
hasil integrasi.

(3) Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian sgbeadidikan formal diatur dengan

Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penutupan Satuan Pendidikan
Pasal 20
(1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupghpatian kegiatan belajar mengajar
atau penghapusan satuan pendidikan.
(2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabdtuan pendidikan tidak lagi
memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menggarakan kegiatan pembelajaran.
(3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat deremubahan nomenklatur satuan
pendidikan akibat pengembangan wilayah atau peearbddadan hukum, dan terlebih
dahulu dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kelima
Kurikulum Pendidikan For mal
Pasal 21
(1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedonpawla standar nasional dan
dimungkinkan untuk menerapkan standar internasisesthai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.
(2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikformal disesuaikan dengan
kebutuhan peserta didik dan potensi satuan peratidiksuai kewenangannya.
(3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokatbdéisis kompetensi dengan
memperhatikan:
a.agama
b.peningkatan iman dan taqwa;
c.peningkatan akhlak mulia;
d.peningkatan potensi,kecerdasan, dan minat pefidika
e.keragaman potensi daerah dan lingkungan;

f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
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g.tuntutan dunia kerja;

h.perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dansefaya;
i. dinamika perkembangan global; dan

|. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.

(4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserdigmua satuan pendidikan dengan
mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampesena didik serta sumber daya
yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersamnaku

(5) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan targetuwang sudah ditentukan dan hal

tersebut menjadi tanggung jawab tenaga pendidik.

Bagian Keenam
Bahasa Pengantar
Pasal 22
(1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalafishandonesia.

(2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa perdgaba tahap awal pendidikan.

(3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah maijanael bahasa Jawa wajib diajarkan.
(4). Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahagarar pada satuan pendidikan tertentu
untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peg#ika d

BAB VII
PENDIDIKAN NON FORMAL
Bagian Kesatu
Manajemen dan Kelembagaan
Pasal 23
(1) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleheifatah Daerah atau masyarakat,
organisasi non yayasan yang berbadan hukum.

(2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakik@merintah Daerah dilaksanakan
oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanigggiatan Belajar (SKB).

(3) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukasyarakat dan organisasi non
yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh lganKarsus, Lembaga pelatihan,
kelompok belajar, Pusat Kegiatan masyarakat, dgelisigaklim, serta satuan pendidikan
yang sejenis.

(4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur:

a. pembina;
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b. penyelenggara;
c. pendidik;
d. tenaga kependidikan
e. penilik; dan
f. warga belajar.
(5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintdrdh melakukan proses penilaian

terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepaddattNasional.

Pasal 24

(1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masgarglang memerlukan layanan
pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, peaapdan/atau pendukung pendidikan
formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.

(2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungagad pendidikan non formal
bertujuan untuk mengembangkan potensi warga beld@igan penekanan pada
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsseni@ pengembangan sikap dan
kepribadian profesional.

(3) Penyelenggaraan pendidikan non formal harus dilkoastkan dengan Dinas

(4) Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk tujkfamsus harus mendapat ijin dari
Dinas.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan, penilaian, kelaydka tata cara memperoleh ijin dan/

atau rekomendasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Jenis Pendidikan Non Formal

Pasal 25

(1) Pendidikan non formal meliputi:
a. pendidikan kecakapan hidup;

pendidikan anak usia dini;
pendidikan kepemudaan;
pendidikan pemberdayaan perempuan,;
pendidikan keaksaraan;

-~ ® oo T

pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;

pendidikan kesetaraan; dan

Q

h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengemband@mampuan warga belajar.
(2) Pelaksanaan pendidikan non formal diprioritaskashadeebutuhan masyarakat dan dunia

usaha serta dunia industri.
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(3) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untaigenebangkan jenis dan program
pendidikan non formal unggulan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/ptngelolaan pendidikan non formal

diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Kurikulum Pendidikan Non Formal
Pasal 26
(1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiabambingan, pengajaran, dan/atau
pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai staselurai dengan ketentuan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
(2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembandamikgilum pendidikan non formal
diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pasal 27
(1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenpendidikan dasar.
(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakaalmealur:
a. pendidikan formal;
b. non formal; dan/atau
c. informal.
(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikamfdrberbentuk:
a. Taman Kanak-Kanak (TK); atau
b. bentuk lain yang sederajat.
(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan feomal berbentuk:
a. Kelompok Bermain (KB);
b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
c. bentuk lain yang sederajat.
(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikaormial berbentuk:
a. pendidikan keluarga, atau

b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
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BAB I X
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
Pasal 28
(1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan pegerta didik yang memiliki
kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosiom&ntal, sosial, dan/atau memiliki
potensi kecerdasan dan bakat istemewa.
(2) Pendidikan khusus dapat berbentuk:
a. pendidikan inklusif;
b. akselerasi; atau
c. eskalasi.
(3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pdatidiagi peserta didik di daerah
yang mengalami bencana alam, bencana sosial,ddartiampu dari segi ekonomi.

BAB X
PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Pasal 29

(1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintateer8h dan/atau dapat
diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pgesama sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan pes#idik menjadi anggota
masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-ajl|man agamanya dan/atau
menjadi ahli ilmu agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan padggddidikan:

a. formal;
b. non formal; dan
c. informal.

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, pesarpestaman, pabhaja samanera, dan
bentuk lain yang sejenisnya

(5) Bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai deng&entken Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.
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BAB XI
PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL DAN
PENDIDIKAN BERBASISKEUNGGULAN LOKAL
Bagian Kesatu
Tujuan dan Peserta didik
Pasal 30

(1) Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidigang diselenggarakan dengan
menggunakan Standar Nasional Pendidikan yang digarkdengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaingtssialaborasi secara global.

(2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan bertarafnagonal adalah untuk mengakomodasi
peserta didik yang ingin bekerja/melanjutkan peikdia pada jenjang yang lebih tinggi di
luar negeri.

(3) Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internatiditaksanakan oleh satuan pendidikan
yang telah mencapai kategori formal mandiri.

(4) Peserta didik pendidikan bertaraf internasicemdlah lulusan pada jenjang di bawah
satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-patayalyang diatur secara khusus
dengan Peraturan Walikota.

(5) Pendidikan berbasis keunggulan lokal adaldabasapendidikan dasar dan menengah
yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuanukumk yang menunjang upaya
pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaggarakat daerah setempat.

(6) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis dguan lokal adalah untuk
mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengemaarngkensi, ekonomi, sosial, dan
budaya masyarakat daerah setempat.

(7)Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggld&al dilaksanakan oleh satuan
pendidikan yang telah mencapai katagori formaldiran

(8) Peserta didik pendidikan berbasis keungguw&alladalah lulusan pada jenjang di bawah
satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-patayalyang diatur secara khusus
dengan Peraturan Walikota

Bagian ke dua
Kurikulum dan Ujian Akhir
Pasal 31

(1) Kurikulum pendidikan bertaraf internasionalkeinbangkan oleh satuan pendidikan
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan diperkaya dengan kemajuan
iImu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersairtg berkolaborasi secara global.
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(2) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan loditsdembangkan oleh satuan pendidikan
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikandiperkaya dan dikembangkan
sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

(3) Ujian akhir pada satuan pendidikan bertaradrimisional wajib mengikuti ujian nasional
dan uji kompetensi sesuai tuntutan kemajuan iimngeghuan dan teknologi secara
global.

(4) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasisnggulan lokal mengacu kepada ujian
nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potamskekhasan daerah.

Bagian Ketiga
Bahasa Pengantar, Pendidik, Tenaga Kependidikan
dan Sarana Prasarana
Pasal 32
(1) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan Hertemanasional adalah:

a. bahasa Indonesia;
b. bahasa Inggris; dan/atau
c. bahasa asing lainnya sesuai kebutuhan penyelemggpendidikan.

(2) Satuan pendidikan bertaraf internasional hanesniliki pendidik, tenaga kependidikan,
dan sarana/prasarana sesuai dengan Standar NaBemditikan sertauntutan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknolagjobal.

(3)Satuan pendidikan bertaraf internasional dapatperkerjakan pendidik dan tenaga
kependidikan asing untuk mendukung proses pembataj@engan memperhatikan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bagian Keempat
Pembiayaan
Pasal 33

(1) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembandpap tawal satuan pendidikan bertaraf
internasional yang diselenggarakan oleh PemeriDedrah disediakan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau PemerintaraDaer

(2) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembandpap @@val satuan pendidikan berbasis
keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh PenadgriBaerah menjadi tanggungjawab
Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemeritabinsi dan/atau Pemerintah
Pusat.

(3) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pebgegan satuan pendidikan bertaraf
internasional dan/atau yang berbasis keunggulaml lglang diselenggarakan oleh
masyarakat disediakan oleh yayasan atau lembaggbgabadan hukum.

(4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi danf&merintah Daerah memfasilitasi satuan

pendidikan bertaraf internasional dan/atau yangbdses keunggulan lokal untuk
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memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pelogegan program pendidikan.
Bagian Kelima
Peran Pemerintah Daerah
Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurammpgmya satu satuan pendidikan
bertaraf internasional dan yang berbasis keungdolead pada semua jenjang dan jenis
pendidikan.

(2) Satuan pendidikan bertaraf internasional damasapendidikan yang berbasis keunggulan
lokal dapat diselenggarakan sebagai satuan peadidggtpadu.

(3) Perguruan Tinggi dan lembaga lain yang kompetipat berperan memberikan
pembinaan terhadap tenaga kependidikan berkaitagadebahasa pengantar khususnya

bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya.

Bagian Keenam
Pengawasan
Pasal 35
(1) Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan metakulpengawasan terhadap
penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasioraal @genyelenggaraan pendidikan
berbasis keunggulan lokal sesuai dengan kewenangaimg-masing.

BAB XI|
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA ASING
Bagian Kesatu
Tujuan Dan Peserta Didik
Pasal 36

(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atawg ydiakui di negaranya dapat
menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan MenengalaeliaD sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Tujuan pendidikan pada lembaga pendidikan asingktiboleh mempunyai tujuan
pendidikan yang bertentangan dengan tujuan peratidilsional.

(3) Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikarg wajib bekerjasama dengan
lembaga pendidikan nasional dan mengikutkan waeggna Indonesia sebagai pendidik
dan pengelola masing-masing minimal 25 % (persan)kgseluruhan pendidik dan 25 %
(persen) pengelola pada satuan pendidikan dasame@aengah yang didirikan secara
bersama tersebut.
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(4) Peserta didik pada satuan pendidikan dasar dannganeyang diselenggarakan oleh

lembaga pendidikan asing mencakup warga negaradstodan warga negara asing.

Bagian Kedua
Sarana Pendidikan
Pasal 37
Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didioldnlembaga pendidikan asing harus
memiliki sarana pendidikan, buku pelajaran, sumibedajar, pendidik dan tenaga
kependidikan sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengataldan teknologi secara global.

Bagian Ketiga
Kurikulum, Bahasa Pengantar dan Ujian Akhir
Pasal 38

(1) Struktur kurikulum pendidikan dan sistem ujian paabaga pendidikan asing mengikuti
kurikulum pendidikan di negara asalnya dan tidakdoeangan dengan tujuan pendidikan
nasional.

(2) Selain mengikuti kurikulum dan sistem ujian sebagaia dimaksud pada ayat (1),
lembaga pendidikan asing wajib memberikan pendidikgama, dan kewarganegaraan
bagi peserta didik warga negara Indonesia.

(3) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan yangrdjgel@kan oleh lembaga pendidikan
asing adalah bahasa yang digunakan di negaraasalthasa Indonesia.

(4) Ujian akhir pada lembaga pendidikan asing terdas aljian akhir yang berlaku di negara

asal dan bagi peserta didik warga negara Indomegia mengikuti ujian nasional.

Bagian Keempat
Akreditas dan Pengawasan
Pasal 39
(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lemhagadidikan asing wajib
mengikuti proses akreditasi sesuai Ketentuan ParatiPerundang-Undangan yang
berlaku .
(2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawashad#@@ penyelenggaraan
pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di daerah.
(3) Prosedur pengawasan terhadap penyelenggaraan igandidleh lembaga asing
sebagaimana dimaksud pada ayat( 2) ditetapkan déteyaturan Walikota.
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BAB XIlI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik
Pasal 40

(1) Calon tenaga pendidik yang akan diangkat pada rsapendidikan formal yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakas haemiliki kualifikasi sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangarbgaliagu.

(2) Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat setmagma pendidik selain harus
memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, pagas menganut agama sesuai
dengan agama yang diajarkan.

(3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan tenaga pkmuadia satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat alameinempatkan tenaga pendidik
yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untukukuwaktu tertentu berdasarkan
permintaan penyelenggara pendidikan yang bersasmgkdengan mempertimbangkan
kondisi dan kemampuan yang ada.

(4) Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Pendidik ydalg derstatus Pegawai Negeri
Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakkeh masyarakat dilakukan oleh

penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah
Pasal 41
(1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapatidugas tambahan sebagai Kepala

Sekolah.

(2) Pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi pesamyatsemum dan persyaratan
khusus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Peruhbhataggan yang berlaku.
(3) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetaplkegaeberikut:

a. Pengawas Sekolah bersama-sama Kepala Sekolah daiteK8ekolah setempat
mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhygratain berdasarkan aspirasi
pendidik;

b. usulan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksladmpauf a disampaikan kepada
Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah;

c. Kepala Dinas membentuk tim seleksi Calon KepalaoBdk

d. seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan secara dlbykdn transparan;
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e. berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusutiedon Kepala Sekolah yang
memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Walikota
f. penetapan calon Kepala Sekolah yang lulus selaksiagkan dengan Keputusan
Walikota; dan
g. Walikota menetapkan Keputusan pengangkatan damjperten Kepala Sekolah.
(4). Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat agenkepala Sekolah oleh satuan
pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harndapat ijin dari walikota.
(5). Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepkda pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penygéeag pendidikan yang

bersangkutan.

Bagian ketiga
TUGASKEPALA SEKOLAH
Pasal 42
Tugas Kepala Sekolah adalah sebagai:
pemimpin;
manager;
pendidik;
administrator;

wirausahawan;

-~ ® a0 T p

pencipta iklim kerja; dan

penyelia.

Q

Bagian Keempat
Tanggungjawab dan Wewenang K epala Sekolah
Pasal 43
(1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah:
a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekielagpan melibatkan secara aktif
warga sekolah dan komite sekolah; dan
b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan korsékolah dalam setiap
pengambilan keputusan sekolah.
(2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan ntekan metode kerja untuk
mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakanstdgagan sebaik-baiknya sesuai
dengan kode etik profesi.
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Bagian kelima
Masa Tugas K epala Sekolah
Pasal 44

(1). Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselengganaéarerintah adalah 4 (empat) tahun.

(2). Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggaraledn masyarakat ditentukan oleh
penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

(3). Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yangletiggarakan Pemerintah dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugadidgpderprestasi baik berdasarkan
hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Selkalan ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

(4). Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yasglatiggarakan masyarakat dapat
diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya bartas mekanisme yang berlaku
pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5). Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yarejetiggarakan pemerintah yang sudah
melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut;tdagat diangkat kembali menjadi
Kepala Sekolah apabila:

a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kuraadnfgatu) kali masa tugas; atau
b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpegygeang waktu dan ditugaskan di
sekolah lain.

(6). Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhifatdan tidak lagi diberikan tugas
sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tudmsyaependidik sesuai dengan
jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakasegr belajar mengajar atau
bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuatu?an Perundang-Undangan yang
berlaku.

(7). Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhifatdan tidak lagi diberikan tugas
sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud padalgydan memiliki prestasi
amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fangk maupun struktural, sesuai

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangarbgaliagu.

Bagian Keenam
Pember hentian K epala Sekolah
Pasal 45
(1) Kepala sekolah dapat diberhentikan karena:
a. permohonan sendiri;

b. masa tugas berakhir; atau
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c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
(2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasagnear
a. telah mencapai batas usia pensiun jabatanianajguru;
b. diangkat pada jabatan lain;
c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
d. diberhentikan dari jabatan guru; atau
e. meninggal dunia.
(3) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakeh pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakeaim \lalikota.
(4) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggaralteh masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakaim menyelenggara pendidikan.

Bagian Ketujuh
Pemindahan dan Penempatan Tenaga K ependidikan
Pasal 46

(1) Pemindahan tenaga kependidikan yang berstatus RNSatuan pendidikan ke satuan
pendidikan yang lain atas dasar permohonan yangabgkutan dan/atau untuk
kepentingan dinas dilakukan oleh Walikota.

(2) Pemindahan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksdh ayat (1) yang
berkedudukan sebagai tenaga pendidik dari jenjarglidikan yang satu ke jenjang
pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjangga pendidik yang bersangkutan
memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dib@anlgerta memenuhi ketentuan yang
berlaku, dilakukan oleh Walikota.

(3) Pemindahan tenaga pendidik yang masih berstatusgaelisuru Bantu/Guru Tenaga
Pekerja Harian Lepas dari satuan pendidikan folkeasatuan pendidikan formal yang
lain dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketemtBaraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

(4) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik, Penagrilaerah dapat mengangkat
tenaga pendidik yang baru atau menempatkan Pegblegeri Sipil lainnya yang
memiliki akta kependidikan dan sertifikasi profesi.

(5) Pemindahan dan penempatan tenaga kependidikanatkdaspada asas pemerataan,

domisili dan formasi.
Bagian Kedelapan

Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 47
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(1) Pengembangan karir tenaga kependidikan berdashirkemanya.

(2) Dalam rangka pengembangan karir, tenaga kependidjiemg berprestasi mendapat
penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.

(3) Tenaga pendidik dapat diberi tugas tambahan datdndukan sebagai Kepala Sekolah,
Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, KeBidang Keahlian/Kepala
Instalasi, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan, Walas, Instruktur, Guru Inti, Pemandu
Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuaadddgtentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan pangkat dan jabatan tenaga kependidikatnrdsesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(5) Tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan nmantagangan sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

(6) Jabatan tenaga kependidikan yang tidak berkedudgaragai PNS pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakantditan oleh penyelenggara satuan

pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 48

(1) Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampradaspnalnya sesuai dengan
standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan darolegi serta pembangunan nasional
dan daerah.

(2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikesempatan kepada tenaga
kependidikan untuk mengembangkan kemampuan progsiasing-masing.

(3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan afkguan profesi tenaga
kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kelileardidalam mencapai standar
profesi. Dalam memenuhi kewajiban Walikota membgalan peran Dinas, lembaga
penjamin mutu, organisasi profesi, serta lembagaligé&an dan pelatihan lainnya secara
optimal.

(4) Pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidkam diatur dengan Peraturan
Walikota.

Bagian Kesembilan
Hak, Tunjangan/Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Pasal 49
(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjanganakésean pegawai kepada tenaga
pendidik/kependidikan yang memenuhi persyaratak lpang berstatus PNS maupun
yang tidak berstatus PNS sesuai dengan KetentuauPsn Perundang-Undangan yang
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berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbladleunm penyelenggara pendidikan
berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepadaga kependidikan yang berstatus
pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer sechedabe

(3) Tenaga pendidik dan kependidikan baik yang berstB®iNS dan tidak berstatus PNS
berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanamligi&an, pelayanan kesehatan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Umdgaigg berlaku.

Bagian Kesepuluh
Kebutuhan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
Pasal 50
(1) Pada satuan pendidikan prasekolah sekurang-kuranggrgapat tenaga kependidikan
meliputi:
a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat; dan
b. Pendidik dan Pegawai Tata Usaha.
(2) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sekkramaggnya terdapat tenaga
kependidikan meliputi:
. kepala sekolah;
. guru kelas;

a

b

c. guru mata pelajaran pendidikan agama;

d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;

e. pegawai tata usaha; dan

f. dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konsglistakawan, laboran, serta

teknisi sumber belajar.

(3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertami)(S&kurang-kurangnya terdapat
tenaga kependidikan meliputi:
a. kepala sekolah;

wakil kepala sekolah;

wali kelas;

guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;

guru bimbingan dan konseling/konselor;

-~ ® oo T

guru khusus;

kepala tata usaha,;

= «Q

pegawai tata usaha;

pustakawan,;

j. laboran, dan
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k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dansekamber belajar.

(4) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (Sd¢R)rang-kurangnya terdapat
tenaga kependidikan meliputi:

kepala sekolah;

wakil kepala sekolah;

wali kelas;

guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;

guru bimbingan dan konseling/konselor;

-~ o a0 T p

guru khusus;

kepala tata usaha,;

5 «Q

pegawai tata usaha;
I. pustakawan;
J. laboran; dan
k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dangegamber belajar.
(5) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah KejurusiiK)&tau sederajat sekurang-
kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
kepala sekolah;
wakil kepala sekolah;
ketua bidang keahlian/kepala instalasi/ketua jurusa
ketua program keahlian/kepala bengkel/kepala laboumn;

guru program diklat;

-~ o a0 T p

guru bimbingan dan konseling/bimbingan karir/koosel

guru khusus;

5 Q@

kepala tata usaha,;

pegawai tata usaha;
. teknisi;

k. pustakawan;

[. laboran; dan

m. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan léepstlama.

Pasal 51
(1) Tenaga Kependidikan dapat membentuk dan ikut bergake dalam organisasi profesi
pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagdiama pembinaan profesional,

pengabdian, dan perjuangan.

E:\Dokumen Penting\PPD-2009\baru nana\DASAR HUKURDR2008\PERDA PENDIDIKAN.doc 28



(2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pigrtadr Daerah dalam mencapai
tujuan pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tataakerpganisasi profesi diatur dalam

anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-ntagagsasi.

BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Buku Ajar
Pasal 52
(1) Setiap peserta didik berhak menerima buku ajargseliauku wajib dalam proses belajar
mengajar tanpa dipungut biaya.
(2) Pengadaan buku ajar sebagaimana dimaksud padd @) dilakukan oleh
Pemerintah Daerabh.
(3) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada(2yaekolah dapat menggunakan buku
ajar yang lain sebagai buku pendamping.
(4) Tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kosak®lah dilarang melakukan penjualan
buku ajar kepada peserta didik.

Bagian Kedua
Ruang dan Bangunan
Pasal 53

(1) Setiap Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memilik

a. ruang pendidikan;

b. ruang administrasi; dan

C. ruang penunjang.
(2) Spesifikasi dan ukurannya sesuai dengan keterReraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.
(3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pemeliharaapedlawatan ruang dan bangunan

satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan.
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BAB XV
EVALUASI
Bagian Kesatu
Tujuan dan Sasaran Evaluas
Pasal 54
(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka:
a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh raasiguna pengembangan
pendidikan selanjutnya; dan
b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(2) Evaluasi dilakukan terhadap:
a. peserta didik;
b. tenaga kependidikan; dan
c. lembaga dan program pendidikan pada semua jergatufgn, dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua
Evaluas Belgjar
Pasal 55

(1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggungafaguru dan satuan pendidikan yang
bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil beldgngan menerapkan prinsip
ketuntasan belajar secara berkesinambungan.

(2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidilaiputi:

a. penilaian kelas;

b. ujian akhir;

c. test kemampuan dasar; dan
d. penilaian mutu.

(3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkalapyeleruh, transparan, dan sistemik
untuk mencapai standar kompetensi tertentu.

(4) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atasrdasduasi yang dilakukan.

(5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) eb&uk ijazah dan sertifikasi
kompetensi.

(6) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memifzerah kepada peserta didik
sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar danfa¢émyelesaian suatu satuan
pendidikan setelah lulus dalam ujian.

(7) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak mémhesertifikat kompetensi kepada

peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengataraadap kompetensi untuk
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melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji ketesi.
Bagian Ketiga
Evaluas Kinerja
Pasal 56

(1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tangguaggap atasan langsung, yang

meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penilaian hasil belajar;

d. analisis hasil belajar; dan.
e. perbaikan dan pengayaan.

(2) Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilakukan secakdla, menyeluruh, transparan, dan
sistemik.

(3) Tes kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik pedan salah satu bentuk evaluasi
kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatam geengembangan tenaga
kependidikan.

(4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atasyglenggaraan pelayanan yang
diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Stapelayanan Minimal.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evalkaserja diatur dengan Peraturan
Walikota.

BAB XVI
AKREDITASI
Pasal 57
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakangpao dan satuan pada jalur
pendidikan formal dan non formal di setiap jenjdag jenis pendidikan.
(2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukam @adan Akreditasi Sekolah (BAS)
(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang batsransparan, objektif, dan akuntabel
yang meliputi aspek:
kurikulum/proses belajar mengajar;
administrasi/manajemen sekolah;
organisasi/kelembagaan sekolah;
sarana dan prasarana;

ketenagaan;

-~ o a0 T p

pembiayaan;

peserta didik/siswa,;

Q
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h. peranserta masyarakat; dan
i. lingkungan/kultur sekolah.
(4) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhakdayeat sertifikat dari BAS sesuai
dengan tingkat kelayakannya.
(5) Keanggotaan BAS terdiri dari unsur-unsur:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dewan Pendidikan;
c. organisasi profesi;
d. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS);
e. pengawas; dan
f. masyarakat.
(6) Susunan keanggotaan BAS sebagaimana dimaksud patda(5 ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akred#asuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas peggataan pendidikan dasar dan
menengah serta pendidikan luar sekolah.

(2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan olehage fungsional Pengawas
Profesional yang terdiri dari Pengawas TK/SD, PemsgaRumpun Mata Pelajaran,
Pengawas Bimbingan Konseling serta dilaporkan adwoarkala (triwulan) kepada Kepala
Dinas.

(3) Pengawas pendidikan non formal dilakukan oleh BeRgndidikan Luar Sekolah.

(4) Pengawasan bidang administratif manajerial dila&kan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Pada setiap satuan pendidikan terdapat fungsi persga melekat.

(6) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawashadap kebijakan, program,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

(7) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasdradap kebijakan, program,

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuahdesm.
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Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik
Pasal 59
(1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yakgdetukan sebagai pelaksana teknis
untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap mkdu sekolah yang
ditunjuk/ditetapkan.
(2) Penilik sekolah adalah pejabat fungsional berkekanisebagai pelaksana teknis
(3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dambina penyelenggaraan
pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik megaupun swasta yang menjadi
tanggungjawabnya.
(4) Penilik sekolah mempunyai tugas pokok merencanakaigksanakan, membimbing dan

melaporkan kegiatan penilikan pendidikan non formal

Bagian Ketiga
Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik
Pasal 60
(1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah:

a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan ikendidi sekolah sesuai
dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sdkatan, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengghrude, rumpun mata
pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseliag; d

b. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingarhdait prestasi belajar/bimbingan
siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

(2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah:

a. memilih dan menentukan metode kerja untuk menchpail yang optimal dalam
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya seswgar&nde etik profesi; dan

b. menentukan dan mengusulkan program pembinaanmselé&ukan pembinaan.

(3) Tanggung jawab Penilik:

a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyamlaaggorogram pendidikan
non formal;

b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dakamgka pencapaian tujuan
pendidikan;

c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lenmbaggelenggara program
pendidikan non formal yang meliputi:

1) program pengembangan anak usia dini;
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2) program keaksaraan fungsional;
3) program paket A setara SD;
4) program paket B setara SMP;
5) program paket C setara SMA;
6) program kelompok belajar usaha;
7) pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan ahslgarakat;
8) program pembinaan generasi muda;
9) program keolahragaan; dan
10)program taman baca masyarakat;

d. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingatandarangka meningkatkan
mutu keluaran.

(4) Wewenang Penilik:
a. memberi penilaian; dan

b. Menentukan dan mengusulkan program pembinaanmettkukan pembinaan.

Bagian Keempat
Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik
Pasal 61
Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik dilakdemara terbuka, obyektif dan
transparan oleh Walikota sesuai dengan KetentuaatUdfan Perundang-Undangan yang

berlaku.

BAB XVIlI
WAJIB BELAJAR
Pasal 62
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun melgendidikan dasar 9 tahun dan
pendidikan menengah 3 tahun;
b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar dari pendidikan dasar
sampai dengan pendidikan menengah; dan
c. membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajibdrgdendidikan dasar 9 tahun.
(2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakanuaelembaga pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun ¢@anbpendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat.
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BAB XIX
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 63
(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayaedidikan yang meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. pengawasan dan evaluasi program pendidikan; dan/ata
d. pengembangan sarana prasarana melalui:
1) Dewan Pendidikan;
2) Komite Sekolah; dan/atau
3) yayasan penyelenggara pendidikan.

(2) Dunia usaha dan dunia industri wajib membantu penggaraan pendidikan untuk
pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tumab@an pekerjaan atau profesi
tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memizemudahan dalam proses
pembelajaran yang terkait dengan industri, pela@apraktek kerja industri, pendidikan
sistem ganda serta membantu penyaluran tenaga.

(3) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina pebergan unit produksi di satuan
pendidikan.

(4) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kkgmar dagang dan industri daerah,
asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban metmbaatuan pendidikan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan memberi pengaku#ikaserprofesi sesuai program
keahlian yang ada pada satuan pendidikan.

(5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas pesyarakat, dunia usaha dan
dunia industri dalam membantu penyelenggaraan gixadi dan ditetapkan dengan

keputusan Walikota.

Pasal 64
(1) Dewan Pendidikan mewadahi peran serta masyarakamndangka peningkatan mutu,
pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
(2) Dewan Pendidikan bertujuan:
a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa ar@syt dalam melahirkan
kebijakan dan program pendidikan;
b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif ddwrsle lapisan masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan; dan
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c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, alaintdan demokratis dalam
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bhermu
(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud padad @ Dewan Pendidikan
berfungsi sebagai:
a. pemberi pertimbangan;
b. pendukung;
c. pengontrol; dan
d. mediator.

(4) Keanggotaan Dewan Pendidikan sesuai dengan KetenRegraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.
(5) Dewan pendidikan bertanggungjawab kepada walikota

Pasal 65
(1) Komite Sekolah mewadahi peran serta masyarakandalagka:
a. peningkatan mutu; dan
b. pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikaa gadan pendidikan.
(2) Komite Sekolah bertujuan:
a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa ar@st dalam melahirkan
kebijakan operasional dan program pendidikan dissapendidikan;
b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif ddwrsle lapisan masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; da
c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, alaintdan demokratis dalam
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bednsatuan pendidikan.
(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada @)a Komite Sekolah
berfungsi sebagi:
a. pemberi pertimbangan;
b. pendukung;
c. pengontrol; dan
d. mediator.
(4) Keanggotaan Komite Sekolah sesuai dengan KeterReaasturan Perundang-Undangan
yang berlaku.
(5) Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat.
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BAB XX
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Sumber dan Penggunaan
Pasal 66

(1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tagggwab bersama antara:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Provinsi;

c. Pemerintah Daerah; dan
d. masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikannsghgi tenaga kependidikan dan
biaya pendidikan kedinasan minimal 20 % dari AnggdPendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

(3) Pembiayaan pendidikan terdiri atas:

a. biaya investasi;
b. biaya operasional; dan
c. biaya personal.

(4) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana gudabada ayat (3) huruf a meliputi:
a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;

b. pengembangan sumberdaya manusia; dan

c. modal kerja tetap.

(5) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimanakdud pada ayat (3) huruf b
meliputi:
a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta sedatgangan yang melekat
pada gaji;
b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa:
1) daya;
2) air;
3) jasa telekomunikasi;
4) pemeliharaan sarana dan prasarana,
5) uang lembur;
6) transportasi;
7) konsumsi;
8) pajak; dan
9) asuransi.
(6) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayatu(8f h, adalah biaya pendidikan
yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untula bisengikuti proses pembelajaran
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secara teratur dan berkelanjutan.
Bagian Kedua
Sumbangan Pendidikan
Pasal 67
(1) Biaya penyelenggaraan yang bersumber dari masyadiiangut bagi orang tua/wali
peserta didik secara sukarela meliputi:

a. Sumbangan Pengembangan Institusi;

b. iuran dana operasional sekolah; dan

c. lain-lain,

(2) Penentuan biaysebagaimana dimaksud pada ayadlakukan:

a. berdasarka kesepakatan bersama antara pihak speradidikan dengan orang
tua/wali peserta didik dengan berpedoman pada Randaggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah/(RAPBS)dan kemampuan orang tuafveslerta didik melalui rapat
pleno;

b. bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal Kaluarga miskin dibebaskan dari
sumbangan;

c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

(3) Sumbangan Pengembangan Institusi sebagaimanakslid pada ayat (1) huruf a,
dilakukan setelah peserta didik dinyatakan ditarglan selesai daftar ulang di sekolah
tersebut

(4) Sumbangan Pengembangan Institus dikenakan hanya pada peserta didik baru di
setiap jenjang satuan pendidikan.

(5) Dana dari Sumbangan Pengembangan Institug penasal dari orangtua/wali peserta
didik penggunaannya diprioritaskan untuk biaya stasi sesuai Daftar Skala Prioritas
(DSP). Dan tidak boleh digunakan untuk membiayaji geendidik dan tenaga
kependidikan serta segala tunjangan yang melgiata gaji.

(6) Dana sumbangan yang diterima dari tokoh/arsggoasyarakat, pengusaha, organisasi
sosiallkemasyarakatan yang diterima langsung peraggunya diprioritaskan untuk
pengembangan institusi.

(7) Pengelolaan biaya pendidikan harus berpripaga:

a. keadilan;
b. efisiensi;

c. transparansi; dan
d. akuntabilitas.

(8) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun RemcAnggaran Pendapatan Belanja
Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolalwadau penyelenggara satuan

pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Diaadi&ikan.

(9) RABPS yang telah disyahkan menjadi AnggaramdBpatan dan Belanja Sekolah (APBS)
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dan laporan pertanggungjawaban APBS dipublikasikgr@apan pengumuman sekolah.

(10) Satuan pendidikan dapat mengembangkan undugsd yang menghasilkan sumber
dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengananssy sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(11) Dana bantuan pengembangan satuan pendidkaok ¢rant) dari Pemerintah, dan/atau
Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan bekaasaketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

(12) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikak tigperkenankan menarik dana di luar

ketentuan yang sudah ditetapkan.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 68
(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) téuteln lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk nudlak penyidikan tindak pidana
pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan keteRematuran Perundang-Undangan
yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada gyatiédlah sebagai berikut:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorangenaraganya tindak pidana atas
pelanggaran Peraturan Daerah,;
melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tekepadian,;
menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tandgpaidiri tersangka;
melakukan penyitaan benda atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

-~ o o o0 T

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagangka atau saksi;

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hgdoumya dengan

Q

pemeriksaaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mengepatjuk dari penyidik bahwa
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersddukian merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hasdbut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapattdnggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)beestahukan dimulainya penyidikan
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BAB XXII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 69
(1) Walikota berwenang memberikan sanksi administragfhadap penyelenggara
pendidikan pada semua tingkatan yang melakukannggtaan terhadap Peraturan
Daerah ini.
(2) Sanksi administrasif sebagaimana dimaksud ayatafiat berupa:
a. teguran/peringatan;
b. pencabutan ijin;
c. pembubaran.
(3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini baginediegeri Sipil dikenakan sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan PeraturamBang-Undangan yang berlaku.

BAB XXII1
KETENTUAN PIDANA
Pasal 70

(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikanatanip Walikota atau Kepala Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), y#n(3), dipidana dengan pidana
penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidaeadal paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasalat34yayat (5) dan ayat (6), Pasal 18
ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) alat (3),Pasal 37,Pasal 38 ayat (4),
Pasal 39 ayat (1), Pasal 52 ayat (4) dan Pasal&7 (&), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diancaidarm kurungan paling lama
6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.00@0 (lima puluh juta rupiah).

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada(Bydan ayat (2) dapat dikenakan
pidana lain sesuai ketentuan Peraturan Perundadgrigan yang berlaku.

(4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat é8hedelanggaran.
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BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturanr&aeni, sepanjang mengenai teknik
pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Paratu Walikota dan/atau

Keputusan Walikota.

Pasal 72
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintap&agundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotar&sgn

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Februari 2007

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMORS5 SERI E

E:\Dokumen Penting\PPD-2009\baru nana\DASAR HUKURDR2008\PERDA PENDIDIKAN.doc 41



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG

PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang dikarapmampu menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan sarta relevansi dan efisiensi
manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangaruasedengan tuntutan
perkembangan jaman.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukargkah-langkah antara lain:

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusiperkeidikan yang
berbudaya, religius dan berorientasi pada teknalagi perekonomian.

2. Menerapkan metode pembelajaran secara profesiama gapat mengembangkan
aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pesertdikisecara proporsional.

3. Menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sbkgiang sesuai dengan
karakteristik masing-masing wilayah pengembangan.

4. Meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkamdmbkan memasuki
pasar kerja.

5. Meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur skalkodan luar sekolah dalam
rangka pementasan wajib belajar pendidikan dasaln@n.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atdsa lR&merintah Daerah
Semarang perlu untuk membentuk Peraturan Daeraha K&¢marang tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4
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Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6

Sistem pendidikan adalah keselurahan komponenigikad yang saling terkait

secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9

Cukup Jelas.
Pasal 10

Cukup Jelas.
Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Ayat (1)

» Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkasa geekhususan

tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

» Sejenis adalah satuan pendidikan yang sama didaspada kekhususan

tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

» Setara adalah Satuan pendidikan yang memilikikéihdan tujuan sama.

Misalnya: - RA/BA dengan TK.

Ayat (2)
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Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Tujuan Khusus maksudnya adalah untuk kepentingarusan, sertifikasi,
dan untuk mendapat bantuan dari Dinas

Ayat (5)
Cukup jelas
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Pasal 25
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Pendidikan Keaksaraan yaitu kegiatan bertuju@mberantas buta
aksara dan angka yang integral dengan mata peiaamar

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas.
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Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan gyasemaksimal
mungkin mengakomodasikan semua anak didik termasak yang
berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pé&adiditau tempat
lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggak didik)
bersama  teman-teman  sebayanya dengan  memperhatikan
perbedaannya.
Huruf b
Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan pagerta didik yang
memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.
Huruf c
Eskalasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagerfzesidik yang
memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa metsnajaman
mental peserta didik yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas.
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Ayat (2)
Sumber Biaya Pendidikan berasal dari:
a. APBN;
b. APBD I,
c. APBD II;
d. partisipasi masyarakat;
e. hibah dengan tidak mengikat; dan/atau
f. sumbangan tidak mengikat.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
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Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Aspirasi pendidik adalah hasil musyawarah pekdigang
dilakukan secara demokratis dan terbuka.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 42
Huruf a

Pemimpin adalah Kepala Sekolah yang mampu mempdmgarang lain
untuk mencapai tujuan

Huruf b
Manager adalah Kepala Sekolah yang mampu mengetakaan
pendidikan

Huruf c
Pendidik adalah Kepala Sekolah yang melaksanakabglajaran

Huruf d
Administrator adalah Kepala Sekolah yang mampu ksal@akan
administrasi satuan pendidikan

Huruf e
Wirausahawan adalah Kepala Sekolah yang mampk uimémnmumbuhkan
jiwa kewirausahaan/kemandirian

Huruf f
Pencipta iklim kerja adalah Kepala Sekolah yang mamembuat suasana
kerja yang kondusif

Huruf g

Penyelia adalah Kepala Sekolah yang mampu menygdesigan supervisi
akademik

Pasal 43

Cukup Jelas.
Pasal 44

Cukup Jelas.
Pasal 45
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Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud berprestasi adalah keunggulan atguataan minimal
tingkat kota yang diselenggarakan oleh Pemerigtaivatau yayasan,
lembaga yang bekerja sama Pemerintah Daerah dgpmdidikan.
Penghargaan dapat berbentuk antara lain:
a. kenaikan pangkat;
b. pemberian jabatan atau kenaikan jabatan;
c. bantuan pendidikan ke jenjang lebih tinggi; dan/ata
d. pemberian hadiah dalam bentuk lain.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud tidak berstatus PNS adalah: gurwbdmHL, guru tidak
tetap, guru tetap yayasan dan guru tidak tetapsgaya
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
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Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
penilaian kelas adalah suatu proses sistematig yengandung
pengumpulan informasi, menganalisis, dan mengirgtpi
informasi tersebut untuk membuat keputusan-kepaotusa
Huruf b
ujian akhir adalah ujian yang dilaksanakan padairakhtuan
pendidikan
Huruf c
tes kemampuan dasar adalah tes yang dilakukanpeseata didik
Sekolah Dasar kelas tiga yang mencakup kemampwsmnbaca,
menulis, dan berhitung
Huruf d
penilaian mutu adalah penilaian yang dilakukan kimh&ngetahui
pencapaian kompetensi peserta didik.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
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Pasal 58

Cukup Jelas.
Pasal 59

Cukup Jelas.
Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

Penghargaan dapat berbentuk antara lain: Piaganghprgaan,
Publikasi.

Pasal 64

Cukup Jelas.
Pasal 65

Cukup Jelas.
Pasal 66

Cukup Jelas.
Pasal 67
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Cukup Jelas.
Pasal 68

Cukup Jelas.
Pasal 69

Cukup Jelas.
Pasal 70

Cukup Jelas.
Pasal 71

Cukup Jelas.
Pasal 72

Cukup Jelas.
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